WALIKOTA KENDARI

PROVINSISULAWESITENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR ﬂ'. TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI PADA TEMPAT KERJA DAN

Menimbang

FASILITAS UMUM DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Layak

Anak di Kota Kendari maka dipandang perlu memenuhi
dan melindungi hak anak atas Kesehatan dasar dan
Kesejahteraan,

bahwa Air Susu Ibu (ASI} adalah makanan yang
mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan
perkembangan bayi, maka untuk memenuhi kecukupan
ASI bagi bayi perlu adanya dukungan sarana dan
prasarana menyusui bagi ibu dalam memberikan Air Susu
Ibu kepada bayi;

bahwa berdasarkan pasal 128 dan pasal 129 undang-
undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun
2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta
peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2013
tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui
Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, maka Pemerintah Kota
Kendari perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif dengan Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyediaan
Ruang Menyusui pada Tempat Kerja dan Fasilitas Umum
di Kota Kendari.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Kotamadya
Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3206);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 4965);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Pekerja/Buruh Perempuan Yang Anaknya Masih
Menyusu Harus Diberi Kesempatan Sepatutnya Untuk
Menyusui Ananknya Jika Hal Itu Harus Dilakukan Selama
Waktu Kerja, Pasal 83;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang
Pengesahan Convention on The Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-hak Anak);



Menetapkan

14.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui
Dan/Atau Memerah Air Susu Ibuy;

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013
Nomor 201);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Kendari (Berita Daerah Kota
Kendari Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENYEDIAAN

RUANG MENYUSUI PADA TEMPAT KERJA DAN FASILITAS
UMUM DI KOTA KENDARI

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.
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13.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi
kelenjar payudara ibu.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang
diberikan kepada bayli sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut
dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana
menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah
ASI menyimpan ASI perah, dan/ atau konseling menyusui/ ASIL

Fasilitas Umum atau Tempat Sarana Umum adalah sarana yang
diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi
kegiatan masyarakat.

Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak
atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-
sumber bahaya.

Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin
langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh
Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan
masyarakat.

Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana
umum.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Penyediaan Ruang ASI bertujuan untuk:

a.

(1).

(2).

memudahkan dan memberi rasa aman dan nyaman bagi ibu dalam
memberikan Air Susu Ibu secara Eksklusif bagi bayi;

meningkatkan peran dan dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan
media terhadap pemberian ASI Eksklusif;

memberikan dorongan dan motivasi bagi ibu dalam Inisiasi Menyusui.

BAB III
DUKUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
Pasal 3

Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus
mendukung program ASI Eksklusif.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyediaan ruang ASI di tempat kerja dan atau di tempat sarana umum;



b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI
Eksklusif kepada bayi selama waktu kerja di Tempat Kerja; dan

c. peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI
Eksklusif ditetapkan dengan peraturan di tempat kerja.

Pasal 4

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
sesuai dengan kondisi kemampuan tempat kerja, serta dilaksanakan dengan
peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui
perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

BAB IV
RUANGASI
Pasal 5

(1). Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus
memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di
luar ruangan untuk menyusui pada waktu kerja di tempat kerja.

(2). Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa penyediaan ruang ASI
sesuai standar.

Pasal 6

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara
Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur kesehatan Ruang ASI atau
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling sedikit
meliputi:

a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4m2 dan/atau
disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;

ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;

lantai keramik/semen/karpet;

memmiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;

bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;

lingkungan cukup tenangjauh dari kebisingan,;

penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;

kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan

tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci

tersedia peralatan pendukung lainnya seperti: kursi dengan sandaran, media
KIE ASI Eksklusif, bantal untuk menopang saat menyusui, tisu/ lap tangan,
dan tempat sampah dengan penutup.
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Pasal 7
Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas:

a. perusahaan yang berada di wilayah Kota Kendari; dan
b. perkantoran milik Pemerintah, yang berada di wilayah Kota Kendari.



Pasal 8
Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

fasilitas pelayanan kesehatan;

hotel dan penginapan;

tempat rekreasi;

terminal angkutan darat;

bandar udara;

pelabuhan laut;

pusat-pusat perbelanjaan;

pasar tradisional;

gedung olahraga;

sarana pendidikan;

lokasi penampungan pengungsi; dan
tempat sarana umum lainnya yang melakukan kegiatan pelayanan publik.

S e o TR

= 5

Pasal 9

Sarana ruang ASI yang disiapkan tidak diperkenankan ada pungutan biaya
pemakaian.

BABV
INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI
Pasal 10

Pemerintah Kota Kendari dapat menunjuk OPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi,
dan kewenangannya untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka
memberikan Informasi, Edukasi dan Sosialisasi mengenai Penyediaan fasilitas
menyusui di tempat kerja dan sarana umum.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 11

pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan dan
penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif;

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 12

1. Walikota Kendari dalam melakukan pengawasan dapat menunjuk OPD terkait
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
2. Pengawasan oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



(1)

(2)

(3)

(1)

a. pemberian waktu menyusui bagi pekerja perempuan di waktu kerja; dan
b. penempatan ruang ASI dan standarisasi ruang ASI di tempat kerja dan
Tempat sarana umum.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 13

Pemerintah Kota Kendari menyediakan dana program penyediaan Ruang ASI
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah;

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah,;

pendanaan penyediaan Ruang ASI dapat berasal dari sumber lain yang relevan
dan tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sarana Kesehatan
Pasal 14

Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang tidak
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan
sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. sanksi sesuai prosedur.

Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik swasta yang tidak melaksanakan
kegiatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi oleh pejabat
yang berwenang berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. sanksi sesuai prosedur.

Bagian Kedua
Tempat Kerja
Pasal 15

Setiap Pengurus Tempat kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi
oleh pejabat yang berwenang berupa:

{1

teguran lisan,



2. teguran tertulis;
3. sanksi sesuai prosedur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau
penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) sejak Peraturan Walikota ini
ditetapkan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan : Kendari
Pada Tanggal F 6 - 2018
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Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal YL - 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR: 7«4



